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BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS TINGKAT LANJUT

Menimbang

Mengingat:

DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

: a. bahwa dalam rangka integrasi menuju cakupan kepesertaan

semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional, diperlukan
jaring pengaman dalam pemberian pelayanan kesehatan di
tingkat lanjut;

. bahwa jaring pengaman diberikan dalam bentuk pelayanan

kesehatan gratis tingkat lanjut sehingga masyarakat Kabupaten
Sumbawa Barat tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan
tingkat lanjut yang terkendali mutu dan biayanya;

. bahwa untuk melaksanakan upaya pelayanan kesehatan bagi

penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
untuk memenuhi kebutuhan dasar mendapatkan pelayanan
kesehatan di tingkat lanjut;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c¢ perlu melakukan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di Kabupaten
Sumbawa Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);
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10.

11.

12.

Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun
2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor
2);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
TINGKAT LANJUT DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.



Pasal I
Merubah ketentuan-ketentuan pada Pasal 13 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Dana Pelayanan

(1) Pembayaran terhadap pelayanan kesehatan gratis tingkat lanjut oleh Dinas
Kesehatan kepada Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan Pemerintah
Kabupaten Sumbawa Barat berpedoman pada hasil verifikasi Dinas
Kesehatan.

(2) Hal-hal lain yang bersifat teknis dalam program pelayanan kesehatan gratis
tingkat lanjut diatur lebih lanjut melalui Kesepakatan Bersama / Perjanjian
Kerjasama yang dibuat setiap tahunnya antara Direktur Rumah Sakit
dengan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 67



